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ABSTRAK

Resti Aulia Putri/ 222020071/ Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi
Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak, (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur
Palembang)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak,
Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak, (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP llir Timur
Palembang) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif.
Responden pada penelitian ini antara lain Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP
llir Timur Kota Palembang sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data
yaitu dengan menggunakan dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode kuantatif. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji deskriptif uji asumsi
klasik, uji hipotesis, uji f, uji t dibantu oleh Statistic Program For Spesial Since
(SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi
Administrasi  Perpajakan dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Secara parsial Kebijakan Insentif
Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak, Reformasi Administrasi
Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Pajak
tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Admnistrasi Perpajakan,
Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak
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ABSTRACT

Resti Aulia Putri/ 222020071/ The Influence of Tax Incentive Policies, Tax
Administration Reform and Tax Understanding on Taxpayer Compliance,
(Case Study of Individual Taxpayers at KPP Ilir Timur Palembang)

The problem formulation in this research is the Influence of Tax Incentive Policy,
Tax Administration Reform and Tax Understanding on Taxpayer Compliance,
(Case Study of Individual Taxpayers at KPP Ilir Timur Palembang) The type of
research used is associative research. Respondents in this research included 100
taxpayers registered at the Ilir Timur KPP, Palembang City. The data collection
technique is by using and questionnaire. The data analysis method used in this
research is a quantitative method. The data analysis techniques used in this
research are validity test, reliability test, descriptive test, classical assumption test,
hypothesis test, f test, t test assisted by the Statistical Program For Special Since
(SPSS). The results of the research show that Tax Incentive Policy, Tax
Administration Reform and Tax Understanding together have an effect on
taxpayer compliance. Partially, Tax Incentive Policy has no effect on Taxpayer
Compliance, Tax Administration Reform has an effect on Taxpayer Compliance,
and Tax Understanding has no effect on Taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentive Policy, Tax Administration Reform, Tax
Understanding, Taxpayer Compliance
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan satu komponen yang menjadi sumber
penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara di
segala sektor. Besarnya penerimaan pajak dapat mendukung
perekonomian dalam rangka perwujudan pembangunan nasional.
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik
material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan
bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan dilakukan dengan
cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri (Rioni &
Saraswati, 2018)

Pajak menjadi salah satu sumber dana yang paling potensial dalam
rangka membiayai proses pembangunan, oleh karena itu pemerintah
melalui Direktorat Jendral Pajak harus terus mengupayakan dukungan
masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya untuk patuh dalam
membayar pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai
salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas

didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang



diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk dami kesejahteraaan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan
negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan
pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari
keberhasilan perekonomian suatu negara. Ketercapaian dalam proses
penerimaan pajak dari masyarakat sangat bergantung kepada tingkat
kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak (Priyatin & Rahmi, 2022)
Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian
Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia
untuk mendanai APBN. Menurut Kementerian Keuangan dalam realisasi
sementara APBN tahun 2018, realisasi pendapatan negara mencapai Rp
1.942,3 Triliun dalam realisasi pendapatan tersebut, penerimaan pajak
mencapai Rp 1.521,4 Triliun atau sebesar 94% dari target APBN 2018.
Oleh karena itu, untuk mencapai target APBN pemerintah melakukan
berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan disektor pajak terhadap
negara, misalnya dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak.
Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak
berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik
memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Bila
setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak
dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk

membayar pajak penghasilannya (Bahri, 2020)



Wajib pajak adalah orang yang wajib membayar pajak kepada
negara, misalnya untuk perorangan meliputi seorang warga negara,
karyawan, PNS, ABRI, dan seorang yang tinggal lebih dari 183 hari di
indonesia dan kelompok atau badan usaha (Kusnanto & Wahyuni, 2019).
Menurut (Gunadi, 2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai
kesedian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan
yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama,
peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun
administrasi.

Menurut (Amalia, 2020) mendefiniskan kepatuhan perpajakan
sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal
perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan
khususnya  kewajibannya, secara  disiplin, sesuai  peraturan
perundangundangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, Insentif Pajak merupakan
salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara
berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia.
Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial
maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan untuk wajib
pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas,
yaitu mencangkup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib

pajak, perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan



beban pajak. Insentif pada intinya merupakan perangsang yang diberikan
kepada karyawan dengan tujuan mau mengerjakan pekerjaan lebih dari
atau sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hal insentif pajak
artinya perangsang yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak
agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.
Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan
pemerintah Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia
disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai
kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan serta
pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian
dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut
rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi (Priyatin & Rahmi, 2022)
Sikap dan perilaku wajib pajak yang berlawanan dengan peraturan
dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemberian insentif adalah salah satu
faktor penting yang menentukan kepatuhan. Terdapat 6 insentif pajak
termasuk insentif PPh 21 yang diberikan kepada masyarakat, yaitu insentif
PPh pasal 21, insentif PPh pasal 22, insentif PPh pasal 23, insentif PPh
pasal 25, insentif PPh final jasa konstruksi dan Insentif PPN. Insentif PPh
Pasal 21 diberikan kepada pegawai ataupun masyarakat yang memiliki
penghasilan bruto setidaknya tidak lebih dari 16,6 juta rupiah per bulan
atau 200 juta rupiah dalam setahun (Peraturan Menteri Keuangan Nomor

9/PMK.03/2021, 2021).



Menurut (Abdul Rahman, 2010:207) Reformasi administrasi
perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan.
Reformasi administrasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas
perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan
tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap
administrasi perpajakan yang tinggi produktivitas aparat perpajakan yang
tinggi.

Kelemahan administrasi perpajakan disebabkan oleh belum
optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang
berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya
sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus
pada reformasi admnistrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar
struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak
jalur prosedur (Nurfarhati, 2012)

Permasalahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa
faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap
peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas
dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan
perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak.
Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenubhi
kewajibannya dibidang perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan
adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui

tentang peraturan dan undang undang serta tata cara perpajakan dan



menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar
pajak dan melaporkan SPT (Mardiasmo, 2016).

Pemahaman adalah suatu metode, cara, bagaimana memahami
sesuatu. Pemahaman perpajakan sendiri ialah cara bagaimana masyarakat
memahami aturan perpajakan juga menerapkan pengetahuannya dalam
membayar pajak. Saat masyarakat dapat mengartikan dengan baik
bagaimana tata cara pembayaran pajak, maka wajib pajak juga dapat
mengartikan peraturan perpajakan maka dari situ masyakarat dapat
mempunyai pemahaman dan juga pengetahuan dalam
perpajakan.(Ratnawati & Rizkyana, 2022)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rizal, Muhammad &
Gulo, 2022), menyatakan bahwa Insentif pajak berpengaruh secara
signifikan terhadap kepatuhan waib pajak. Sama dengan penelitian yang di
lakukan oleh Latief et al., (2020) menujukan hasil bahwa Insentif Pajak
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sebaliknya penelitian
yang lakukan oleh Wahyudi, (2021), menunjukan hasil bahwa Insentif
Pajak berpengaruh Negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kedua
hasil penelitian ini bertentangan dengan dengan penelitian yang di lakukan
oleh (Dewi et al., 2020), yang menyatakan hasil bahwa isentif pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian  sebelumnya vyang dilakukan (Choiri, 2018),
menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi  Perpajakan tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun



berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Putri (Monalika &
Haninun, 2020) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan
penelititan yang dilakukan oleh (Fajriyah et al., 2020), juga menyatakan
bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Kwarto & Yunaenah, 2019)yang menyatakan bahwa reformasi
perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Triogi et al., 2021)
berpendapat bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Tri Wahyuningsih, 2019) juga menyatakan bahwa
pemahaman tentang peraturan parpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.

Menurut sumber (Septian Deny) ada suatu Fenomena kasus
mengenai dugaan transaksi mencurigakan berkaitan di instansi kementrian
keuangan mencapai Rp 349 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil
Nazara menyebut ada 2 wajib pajak dengan inisial D dan E yang terlibat
dalam transaksi ini. Salah satunya merupakan mantan pegawai
Kementerian Keuangan yang sudah tidak aktif. Wakil menteri keuangan
juga menjelaskan total transaksi D sebagai WPOP tercatat sebesar Rp 500
miliar sedangkan E nilai transaksinya Rpl,7 triliun. Total transaksi

tersebut terjadi sepanjang 2016-2018. Atas dasar kasus tersebut,



Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
melakukan pemeriksaan pada D dan E dan setelah diselesaikan dan
diterbitkan SKP tahun 2021.

Pada kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2018, menurut sumber
(Ramadhan, n.d.) fenomena serupa di daerah Jawa Barat yakni ada dua
orang yang punya korporasi di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai
tersangka atas dugaan kasus perpajakan, mereka diduga tak membayar
pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar.
Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Jawa Barat Il bersama Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Polda
Metro Jaya. Tiga orang tersangka terdiri dari dua orang yakni YSM, AIW
dan satu korporasi PT GF mereka diduga tak membayar pajak selama satu
tahun di tahun 2018 lalu. Riyono menjelaskan modus yang dilakukan oleh
pelaku yaitu tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak

Penghasilan (Pph) dan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN).



Data Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Melaporkan SPT Secara

Tabel 1.1

Manual, Tidak Melaporkan SPT, Melaporkan SPT dan Tingkat Kepatuhan

Pajak dari Tahun 2018-2022

Tahun Jumlah_ Wajib Jum_lah Wajib Jumlah Wajib
Pajak Pajak yang Persentase yang tidak Persentase
Terdaftar lapor SPT melaporkan SPT

2018 192.954 54.645 28,32% 138.309 71,68%
2019 205.091 51.722 25,22% 153.369 74,78%
2020 234.057 55.362 23,65% 178.695 76,35%
2021 246.756 50.845 20,61% 195.911 79,39%
2022 259.606 50.287 19,37% 209.319 80,63%

Sumber: KPP Pratama llir Timur Palembang, 2023

Fenomena lainnya dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dinyatakan

jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022 berjumlah 259.606

wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT

berjumlah 209.319 dan dapat dihitung bahwasanya wajib pajak yang

melakukan pelaporan SPT berjumlah 50.287 wajib pajak. Tingkat

kepatuhan wajib pajak pada KPP Ilir Timur Palembang mengalami

penurunan dari tahun ke tahun selama lima tahun masa pajak, dan pada

tahun pajak 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 19,37%.
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Tabel 1.2
Survei Pendahuluan

Atika Febrianty

Pegawai staf  pada
kelurahan Sungai
Pangeran

Berdasarkan  hasil wawancara wajib  pajak
menyatakan bahwa kurang memahami manfaat dari

kebijakan insentif pajak yang ditawarkan oleh
pemerintah,  sehingga  membuatnya  kurang
termotivasi memanfaatkan bantuan tersebut untuk

meringankan kewajiban perpajakannya.

Fadhil Hidayatullah
PNS pada kelurahan
Sungai Pangeran

Berdasarkan  hasil ~wawancara wajib  pajak
menyatakan bahwa ketidaktrasnparannya sistem
administarsi pajak dan sulit untuk dimengerti, hal
inilah yang menjadi alasan dia malas untuk
mematuhi kewajiban perpajakannya.

Septia Arika Putri
Notaris pada kelurahan
16 llir

Berdasarkan  hasil ~wawancara wajib  pajak
menyatakan bahwa prosedur administrasi terkait
pembayaran pajak terlalu rumit atau memerlukan
usaha yang lebih dan memakan waktu, sehingga
mengakibatkan wajib pajak enggan untuk mebayar
pajak.

Sriyati Ningsih
Pemilik laundry di
kelurahan 13 Ilir

Berdasarkan  hasil wawancara wajib  pajak
menyatakan bahwa tidak sepenuhnya memahami dan
mengerti aturan ketentuan perpajakan, hal inilah
yang menjadi alasan wajib pajak telat melapor

bahkan  sampai tidak melapor  kewajiban
perpajakannya.
Ardiansyah Putra Berdasarkan  hasil ~wawancara wajib  pajak
Pegawai pada kelurahan | menyatakan bahwa aturan perpajakan terlalu

13 Ilir

kompleks dan sulit dipahami. Sehingga membuat
wajib pajak merasa kewalahan untuk mempelajari
peraturan tersebut dengan seksama dan berfikir
bahwa membayar pajak itu tidak wajib.

Sumber: Penulis, 2023
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Dari beberapa informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan
yang telah dilakukan sebelumnya pada lima orang wajib pajak yang
terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, dapat disimpulkan bahwa
masih banyak wajib pajak yang malas atau enggan untuk mematuhi
kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh kurang
memahami manfaat dari kebijakan kebijakan yang diberikan pemerintah,
merasa kesulitan di bidang administrasi, dan masih minimnya pengetahuan
tentang peraturan dan ketentuan perpajakan sehingga merasa bahwa
membayar pajak itu tidak wajib dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Insentif
Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak
Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir
Timur Palembang)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi
perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
secara bersama-sama?

2. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, terhadap kepatuhan

wajib pajak secara parsial?
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3. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak parsial?

4. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak parsial?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dri penelitian ini
adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan,
dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara
bersama-sama.

2. Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
secara parsial.

3. Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak secara parsial.

4. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara

parsial.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat
memeberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah sebagai

berikut:



1.
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Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh
kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan
pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bagi KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada tempat
penelitian dan dapat memberikan informasi mengenai ada pengaruh
kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan
pengalihan partisipasi interes terhadap kepatuhan wajib pajak dengan
sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi
tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan atau

kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.
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